
 
 

BUPATI  MAGELANG 

 

PERATURAN BUPATI  MAGELANG 

NOMOR  10 TAHUN  2010 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN MAGELANG 

 MASA BAKTI 2009 – 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Magelang tentang Pemberian Tunjangan 
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Bakti 2009-2014. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4389); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara   

SALINAN 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4400); 

 

 

 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana  telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5043); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke 
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4659); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 
2005 tentang  Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2007 Nomor 4 Seri E Nomor 26); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
7);           

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
21);           

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
PERUMAHAN KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG MASA BAKTI 2009 – 2014. 

 

Pasal 1 

(1)  Dengan peraturan bupati ini diberikan tunjangan perumahan kepada wakil ketua 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa 
Bakti 2009-2014.  

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 
bulan. 

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut :  

 a. Wakil Ketua  : Rp 4.500.000,00   
 b. Anggota   : Rp 4.000.000,00 

 

Pasal 2 



 Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 1 tidak dapat 
diberikan apabila telah tersedia rumah jabatan atau rumah dinas bagi wakil ketua 
atau anggota DPRD. 

 

Pasal 3 

 Pembiayaan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang.  

 

Pasal 4 

 Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Magelang  (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 
Nomor 7 seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

 Peraturan bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2010. 

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan 
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 20 Februari 2010 
 
BUPATI MAGELANG, 

 ttd 

 

SINGGIH SANYOTO 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 20 Februari 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

ttd 

 

   UTOYO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN 2010 NOMOR 10 

 

Jl. Letnan Tukiyat No 59 Kota Mungkid 56511 
Telp (0293) 788181 Fax (0293)788122 

 


